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BUPATI KUANTAN SINGINGI

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR: 2 TAHUN 2012

TENTANG
PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2004
TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI PERUSAHAAN
TAMBANG BATUBARA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

v

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah dilarang melakukan

pungutan, untuk itu Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13

Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga dari Perusahaan

Tambang Batubara di Kabupaten Kuantan Singingi perlu disesuaikan:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang
Pembatalan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 tahun 2004

tentang Sumbangan Pihak Ketiga dari Perusahaan Tambang Batubara di

Kabupaten Kuantan Singingi.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Siak, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952):
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
Sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737),
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5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-406 Tahun 2011
tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Kuantan
Singingi Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
13 TAHUN 2004 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI PERUSAHAAN
TAMBANG BATUBARA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

Pasal 1
Membatalkan Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga dari
Perusahaan Tambang Batubara di Kabupaten Kuantan Singingi, dengan alasan bertentangan
dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Pasal 2
Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan
terhadap sumbangan pihak ketiga untuk menghentikan pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor
13 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Dari Perusahaan Tambang Batubara di
Kabupaten Kuantan Singingi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 2c Maret 2012

/

4 BUPATI KUANTAN SINGINGI,yA
H-SUKARMIS

Ff,
Diundangkan di Teluk Kuantan,
pada tanggal 2& Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

Drs. H. MUHARMAN, M. Pd
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